
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3633); 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2), perlu dilakukan intensifikasi pemungutan 

PBB- P2 melalui kebijakan pembebasan pajak kepada 

masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 59 

ayat (4) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 

Tahun 2016 tentang Pajak Daerah; 

b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat serta keberpihakan kepada masyarakat, 

perlu memberikan kebijakan pembebasan pajak berupa 

pembebasan sanksi administratif PBB- P2; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan 

Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) dalam wilayah Kota 

Ku pang; 

Menimbang 

WALIKOTA KUPANG, 

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB- P2) DALAM WILAYAH KOTA KUPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PR0\1NSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATIJRAN W ALIKOTA KUPANG 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

• 

• 

 

 

 

 

 

 



DAN BANGUNAN 

(PBB-P2) DALAM 

ADMINISTRATIF PAJAK BUMI 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

WILAYAH KOTA KUPANG 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN SANKS! 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang 

Tahun 2016 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Kupang Nomor 262); 

4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 05 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 

2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Kupang Nomor 238); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

Menetapkan 

• 

• 

 

 

 

 

 

 



(1) Persyaratan pembebasan sanksi administratif PBB- P2 sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah bukti kepemilikan tanah dan 

bangunan yang sah. 

Pasal 3 

(1) Pembebasan sanksi administratif PBB- P2 berupa bunga, denda dan 

kenaikan pajak yang terutang. 

(2) Pembebasan PBB- P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 

dengan penghapusan sanksi administratif PBB- P2 sebesar 100%. 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PBB- P2 

7. Sanksi Administratif adalah tanggungan atau pembebasan berupa bunga, 

denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang 

tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari 

akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Kupang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang. 

3. Walikota adalah Walikota Kupang. 

4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. 

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya 

disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan 

untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. . . 

• 

 

 

 

 

 

 



BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR JBO 

Diundangkan di Kupang 

tanggalza Januari 2019 

'\A.. RETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 

Ditetapkan di Kupang 

pada tanggal.2.3 Januari 2019 

~ WALIKO A KU PANG, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 • 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

(1) Pembebasan sanksi administratif PBB- P2 diberikan kepada wajib pajak 

dari seluruh tunggakan yang ada sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 
2017. 

(2) Pembebasan sanksi administratif PBB- P2 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan 
tanggal 25 April 2019. 

Pasal 4 

~tan pembebasan PBB- P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 

adala.h bukti identitas, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 
?2 Surat keterangan kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah. 

 


